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CLASINA MUTIARA JUWITA PANJAITAN, E0009083. 2013.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PECANDU NARKOTIKA PASCA 
REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA 
NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 
WAJIB LAPOR NOMOR 25 TAHUN 2011 DI BNNP DIY. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret.
Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP 
DIY) dalam pengawasan pecandu narkotika pasca rehabilitasi (pengawasan eks 
pecandu), serta untuk mengetahui apakah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 
Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapor Nomor 25 Tahun 
2011 sudah menerapkan pengawasan bagi pecandu narkotika pasca rehabilitasi 
(eks pecandu) apabila kembali menggunakan narkotika (relaps).
Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang menggunakan metode 
penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai keadaan yang 
berkaitan dengan pengawasan pecandu narkotika pasca rehabilitasi (pengawasan 
eks pecandu) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (BNNP DIY). Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data 
sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 
wawancara, dan studi kepustakaan.
Berdasarkan data yang telah terkumpul dan dianalisis, maka hasil 
penelitian yang diperoleh adalah bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) telah melakukan upaya preventif 
maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalu serangkaian kegiatan-kegiatan 
meliputi kegiatan pasca rehabilitasi yang bertujuan agar eks pecandu tersebut 
dapat mandiri, produktif, dan tidak kembali menyalahgunakan narkotika (relaps),
melakukan pendataan pecandu agar dapat terus dipantau oleh BNN, pertemuan 
dan pendampingan eks pecandu narkotika, pendampingan dan pelatihan di Balai 
Latihan Kerja Pengembangan dan Produktivitas (BLKPP), serta peran serta 
masyarakat dalam pengawasan eks pecandu tersebut. Sedangkan upaya represif 
dilakukan dengan kembali melaksanakan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis 
maupun rehabilitasi sosial, menerapkan sistem penghitungan masa relaps bagi eks 
pecandu, serta putusan atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti 
melakukan tindak pidana narkotika (bandar, pengedar, kurir, dll). Didalam 
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 
tentang Wajib Lapor Nomor 25 Tahun 2011 memang sudah tercantum mengenai 
ketentuan kepemilikan kartu lapor diri (kartu rehabilitasi) untuk pemakaian 
selama 2 (dua) kali masa perawatan. Tetapi belum ada Pasal yang menunjukan 
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secara jelas mengenai sanksi bagi pecandu narkotika pasca rehabilitasi (eks 
pecandu) tersebut apabila kembali menyalahgunakan narkotika (relaps).
Kata kunci : Pengawasan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (BNNP DIY), Pecandu Narkotika Pasca Rehabilitasi (Eks Pecandu), 
Kembali Menyalahgunakan Narkotika (Relaps).
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ABSTRACT
CLASINA MUTIARA JUWITA PANJAITAN, E0009083. 2013. 
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PECANDU NARKOTIKA PASCA 
REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA 
NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 
WAJIB LAPOR NOMOR 25 TAHUN 2011 DI BNNP DIY. Faculty of Law, 
Sebelas Maret University.
The research of this skripsito determine the efforts of the 
BadanNarkotikaNasionalProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) in 
the supervision of post-rehab drug addict (former addict supervision), as well as to 
determine whether the Undang-UndangNarkotikaNomor 35 Tahun2009and 
PeraturanPemerintahWajibLapor Nomor 25 Tahun 2011 has been implemented 
supervision for rehabilitation of drug addicts after (ex-addicts) when re-using 
narcotics (relapse).
This research was included in the study using the methods of legal 
research is descriptive research that is intended to provide a picture of the 
situation as thoroughly as possible with regard to the supervision of post-rehab 
drug addict (addict ex oversight) by the BadanNarkotikaNasionalProvinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) . Source of data used is primary data and 
secondary data obtained through the techniques of data collection by observation, 
interviews, and library research.
Based on the data that has been collected and analyzed, the results 
obtained is that the BadanNarkotikaNasionalProvinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (BNNP DIY) has made efforts preventive and repressive. Preventive 
efforts carried out through a series of activities includes post-rehabilitation 
activities aimed at keeping former addicts can be independent, productive, and not 
abusing narcotics back (relapse), to collect data on addicts to continue to be 
monitored by BNN, meetings and mentoring former drug addict, mentoring and 
training at the Balai Latihan Kerja Pengembangan dan Produktivitas (BLKPP), as 
well as public participation in the supervision of former addicts. While the 
repressive efforts made by re-implementing rehabilitation, both medical 
rehabilitation and social rehabilitation, implementing accounting systems for ex-
addicts relapse period, as well as a judgment or court order if the drug addict 
convicted of narcotics offenses (dealer, dealers, couriers, etc.).In the Undang-
Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 and Peraturan Pemerintah Wajib Lapor
Nomor 25 Tahun 2011 is already listed on there port car downership provisions
(rehab card) tousefor 2 (two) times the period of treatment. But there is noar ticle
which clearly shows the penal ties for drug addict safter rehabilitation (ex-addicts) 
are a busing narcotics when back(relapse).
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( Pengkotbah 3 : 11 )
( Matius 21 : 22 )
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Pada zaman sekarang ini, kata narkotika sudah sangat sering 
terdengar disetiap lapisan masyarakat yang menimbulkan dampak pada 
kemerosotan moral manusia dan masyarakat Indonesia yaitu dengan cara 
maraknya peredaran narkoba atau bahkan mengkonsumsi narkoba tersebut. 
Narkoba kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
Kebanyakan dari kita menganggap bahwa narkoba sudah pasti memberikan 
dampak buruk bagi manusia. Akan tetapi, jika kita mempelajari lebih dalam 
mengenai narkoba, kita akan menemukan banyak hal, baik dari sisi positif 
maupun dari sisi negatif.
Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan 
tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang jika dikonsumsi dapat 
menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menyebabkan hilangnya rasa. 
Narkotika memiliki reaksi adiktif yang tinggi. Itu sebabnya, meski memiliki 
sisi positif, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan medis 
akan berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkotika adalah sebuah 
ancaman yang cepat atau lambat akan menghancurkan generasi muda 
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peran disintegratif atau 
penghancur bangsa dan negara yang disebabkan oleh narkotika tidak kalah 
hebatnya dengan konflik antar etnis, konflik antar agama, konflik politik, 
gerakan separatis, serta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang marak 
terjadi akhir-akhir ini dinegara kita, Indonesia. Narkoba merupakan musuh 
nomor 1 (satu) yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam rangka menekan 
ataupun menghilangkan supply dan demand terhadap Narkoba, apabila tidak 
menginginkan kehilangan sebuah generasi.
